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BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR /OI TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,
perlu menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan
pendapatan asli daerah dan untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian
Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan
Retribusi Daerah dari Bupati kepada Perangkat Daerah
berdasarkan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber Dari Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013
Nomor 2)



12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012
Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
* .8

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;

Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor
Pajak Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah;

Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
persifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah
sgbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.



BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
Pajak Hotel;

Pajak Restoran,;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

R TR0 Q0 O

Pasal 4

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum,;

- Retribusi Pelayanan Pasar;

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Pengolahan Limbah Cair;

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Retribusi Tera dan Tera Ulang;

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,

- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- Retribusi Pelayanan Pendidikan;

- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga;
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- Retribusi Penyeberangan di air;



c. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Izin Gangguan ;
- Retribusi Izin Trayek;
- Retribusi Izin Usaha Perikanan,
- Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Pasal 5
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
kepada Perangkat Daerah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber
dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi pendaftaran, perhitungan, penetapan baik melalui SKPD maupun SKRD,
pemungutan, penyetoran ke kas Daerah dan Pembukuan.

Pasal 7
SKPD maupun SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8
Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
bertanggung jawab kepada Bupati dan membuat laporan secara rutin, berkala.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dari Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber Dari Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ini dibebankan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu melalui Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

T™ A TS Y7



BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang :
Pengendalian Telekomunikasi;

Tera dan Tera Ulang;

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,

Penggantian Biaya Cetak Peta;

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Pelayanan Pendidikan;

Pengendalian Lalu Lintas;

Tempat Pelelangan;

Pelayanan Kepelabuhan;

Penyeberangan di air;

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Izin Usaha Perikanan;

m. Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

e

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menyusun draft
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 1};

2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 3).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

| gPeS———— SN G S———

PARAF KOO Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 Januari 2017

Diundangkan di Rengat
pada tanggal % Januari 2017

'UPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

/_—.
Z

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2017 NOMOR /



&

OLNVIYYV IdOA "H

NTNAH IATOVAANI LLVd

UNLAISNI/NYOVE VIVAIN

o OV

TvdIN

/ M ...................... SYNIQ YIVa M
1

VIO NYQWNXNHK QY8

LYNIGYO0N dvHvd

ISYNIQYOON 4VHVd

‘ueungueyg Uep yeue], SeIy JeH UB(d[0I] By
‘ueejoxIod

uep ueesapiod ueundueyg uep rung sefed
Jorep uning 3uereg yeleq

‘qeue], a1y efed

arsjred eled

uenjyeqg uep uredo] ueyng [eIOUIN eled
‘uere uedueiouod yeled

owrep{ay eled

‘wernqry syefed

‘Ue10}say yeled

'1910H efed

0

11

—~ N ¢ T OO

‘(¢ 1owroN €102
unye], niny uiderpu] usyednqgey] yYerseq
uerequwior]) yereeq eled Sueiusl 110C
unye], g Jowo) niny Lideipu] usyedngey]
yeloe(] UuBINjRI{  SBJE  UBYBQNIS]
gueiuel €107 unyel, ¢ JOWON N[NH

espu]  usjedngey] yereeq UBINRIS]
ueSuop  yeqnip  yeEl  euewredeqas
(z towoN 110z unye} nMH WISEIPU]

uojedngey] yeleg(  UeBleqWY]) Yeloep
sefed Suejusl [[Qg unyel g JOWON N[NH
uBeipu]  usjednqey Yeldeg UeINjeI]

‘niny usepuy
uorednqey yerde(] uejedepusd ueped

HWVIAVA AVIVd NVIVAN

INAMAH AVSVA

HVIIVA LVIDONVAHd

NTNH RNIDVAANI NELVINGVi

HVIAVA LVIDNVIAd vavday HVIava ¥vevd
RIVA YFGWNASHALD HDNVA HVAAVA ISV NVILVIVANId NVVIOTIONId NVONVNIMITN NVISVOITIANE

L10C TAVANVYD g
L10C NONHV.L i

TVOONV.L
JONON

NINH FIDVAANI ILVdNd NVINLVIHd

[ NVAIdAVT




OLNVIIV IdOA mmk

NTINH RNIDVAANI LLV

SNINYAVE VIV

w ...................... SYNIG YIVdN %
| 5

HOXNH OvEYH

SYNIGHOON dvHYd
—

ISVNIQHOOX dvdvd

“epwad yeug], emag -
yelor(] UeeAesay uereseuad ISNqLIdy g
‘uengduen uiz] Isnqulay I

‘(g aowoN
z10z unyel nny uwdeipup usyednqey
yeloe(] uUeIRqUWIY]) eUES() BSEL ISNQLOIY
Suejuol IOz unye], g JowoN NNH

mgeipu] uejednqey] yeioe  UeBINJBI]

‘(¢ JowoN Z10T
unye], njny widerpu] usyedngey yeldeq
UeIequo]) NIUSLIDJ, UBUIZLId] ISNQLIY
Sueius) ZI0Z Uunye], € JowoN NNy
Ligerpuy

‘yerae(
snquey uep yeweq efed Suejusy

600z unye], 8¢ Jowoy Suepun-suepun -

uoyedngey] yeree( UBINJEIdd

‘nny Lgepu]
uorednqgey yesee( uejedepusd ueped

HYVAA VA ISNERILIY NVIVAQN

NNMNH AVSVA

HVIAVA LVMONVIHd

OINH RIIDVIANI NELVINEVH

HVIAVA LVIDNVIAd VAVAEY HVIAVA ISQETLIA
RIVA yAGNASYFLD DNVA HVIAVA I'ISY NVILVAVANId NVVIOTIONdId NVONVNIMTM NVISVOITIANId

L10Z I9VNNVYE 5
L10% NNHV.L ,

TVOONV.L
AONON
NINH INIOVAANT ILVdNE NVINLYAHd

II NVAIdAVT
)




8

OLNVIIV IdOA "H

NTNH THIDVAANI LLVd)

A/NYQVE VIVdIN

{

m
Jrevemsesnss e cun A WIVATN «
1 b
| : & |
t !

ISYNIGHOON 4YHYd

ISYNIGHOOY 4vdvd

‘ueungiueg UBLIPUIIA UIZ] ISNQLI}OY

‘JeIag
Je[y UBp WNLIOjeloqe] UBlBNEWdd emog -

‘qeloe(] UBEABNDY UBIBNEWa] ISNqLRey

‘snyey] uejopaiuad

neye / wep ueelpakudd

ISEXIUNUWON

- 9] ®EJIEUS| uel[EpUIBU] ISNQLIDY

Isnqrnay -
“B1od MBI9) elerg uenuedsdusd SnqLay

‘(¢ JowoN 210C
unye], nny mdeipu] usjedngey yeree(
uelequId]) NJUAILJ, UBUIZLIDH ISNQLISY
Suevjual gl0g unye] ¢ JOWON nNnH

LideIpuf uojednqey] yelee uUeINyeIdd -
‘(g JowoN
¢10g unye] nnH uiderpu;  uatedngey]

yeloe( UeIeqUY]) BYEBS() BSEL ISNQLIY
3uejuel glog unyel, g JIOWON N[NH
Lgelpug

‘(TrowoN
710z unye], nny udeipu] usjedngey]
yelor(] UeIEqUIY]) WNW() eSEL ISNQLIRY
gueuel gl0gZ unye] [ JOWON NNH
ugeipuy  usjedngey]

‘qerae(

iIsnquiey uep yeweqg Aefed 3Suejus)

6007 unye] 8¢ Jowop Suepun-Suepun -

uoredngey] yeleg( ueBIN}EISd

yeloe( UeIN}RIo] °

‘nny udepu] uayedngey] Sueny
ueejeusd uep wnw() ueelioxsd seurq

HVIAVA ISNERILE] NVIVaN

INAMOH JVSvd

HVIAVA LVIONVIHd

OINH IFEIDVAANI NILVINEVH

HVIAVA LVIONVIAd vAVIIT HVIAVA ISQgrLdd
RIVA YFGWASTIG HDNVA HVNAVA I'ISV NVLVIVANId NVVIOTIDNId NVONVNIMIN NVISVOATIANIL

L10¢ IIVANVD 3
2,102 NNHV.L /

TVOONV.L
JONON
NTNH RRHIDVAANI ILVdNd NVIANLVIHd

I NVIIdIAVT
)




&

OLNVI¥V IdOA 'H

AINH RIIDVAANI LLV

§e Cf BAALGLNG/ YUVE T IVEIN o
o
w

4.

!
—— SVNIQ YTvdI “ M TWLHO NYQ WNXOH OYBYY
|

TISLMGYO0N dviivd ||| 1syaiguoo 2y
1

‘SBIUr] Ne] Uelepuadudd ISNqLIoY

‘are 1p uedueIaqaAus ISNQLIISY
‘ueyngereday ueURAR[Sd ISNQLI}OY

"okel], Uz ISNQLISY

TeuluIs [, 1IsSnqLioy

-JojouLIag ueelepuay uelmdusd 1IsnqLiey
‘wnwn

uerel 1doyip Jpjied UeURAR[R{ ISNQLISY

N T INO IS

‘(g J0WONZ 107 unye], njny Ldeipu] usyednqey]
yeroe( UelRqW]) NIUIMIIY UBUIZLIo]
1snquyey  Suejuey glOg uhyel € JOWON

nny wiSerpu] usjedngey yeroeq UeINjBIA]

‘(1 JowoN g10Z unyer niny
wmSerpu] uoyedngey yeloe( UBIEqUIY) wnuin
esepr shquiey Suejud) glO0g Unyel [ JOWON

nny wiSeipu] udredngey yYeree  UeINjBIdd

‘(¢ JowoN g10g unyer niny
udeipu] uejednges| yerleeq uelequie]) eUes(
esep Isnquay Suejusl glQg unyel g JIOWON

nnyg widerpu] ueyedngey yeree  UeINjRIdd -

‘JeIoR(] ISNQLIRY Uep yeloe( efed

Suejuel 6007 unyel, gz Jowop Suepun-suepun

‘nny udepu]
uoyednqey] uedunqnyiod seulq

HVIAVA ISNGRILIY NVIVAN

INNYMAH IVSVA

HVIAVA LVIONVIIJ

O10H IFIDVAANI NELVIOEVH

HVIAVA LVADNVIAd VAVIIA HVAIVA ISNEIALEA
RIVA YAINNSIAD DNVA HVIAVA I'ISV NVLVIVANAId NVVIOTIDNId NVONVNIANTH NVISVOITIANI

L10C VNNV & 1 IVDOHNVL
L10C NNHV.L roo JOWON
NT1OH IFIDVAANT ILvdNd NVINLYVIHEd - Al NVAIdAVT




&

OLNVIIV IdOA "H

NTNH TAIDVAANI LLVdN

| /| |

m M ...................... pr—— m w TYLHO NV WNXNH SVaYX ‘

i~ o N AR WS- Y

IOON 4vivd ISYNIQHOOM 4VHV:

‘eior(] UrEARND) UBTeBWdd ISNALIdY '€

ByES)

‘uBURNLID] BYES() UIZ] ISNQLIOJY ‘b

‘Jeulo], Jesed BseQ BMag -
‘UBIUBIIS] UISOIN JBlY BMOS -

UeUINQayI9d BYES() UBRWILIOUS] -
‘urUBYLID] BUEBS() UBBWILIDUS] -
UBIURLID] BYES[) UBBWILISUS] -

IS3NpoId

uerenfuad

‘qesoed
ISNqLeoy ‘¢
uemol uojod yewny snquiey ‘|

‘(g 1owoN g10¢ Unye[ Ny
tnSeipuj ueyednqes| yeloe UBIEqW]) BUESN
BSep ISNQLIRY Juejusl glQg unyel ¢ IOWON
nny uSeipu] usyedngey] yerdeq UeBINIEIY]

‘nyny uidepu] usrednqey]
UeBUBYIID{ UBp  UBIUBLR{  SBUI(]

HVIAVA ISNERRLIAA NVIVIN

NAMAH AVSVA

HVIIVA LVIONVIHEd

LT0OT IAVONYT
2,10¢ NNHV.L

s
/

OT0AH RNIDVAANI NELVIOEVH

HVIAVA LVIHDNVIAd vAVdIy HVIAVA ISOERILIA
RIVA YAGWASYEL DNVA HVNEVA I'ISV NVLVAVANAd NVVIOTIDONAId NVONVNAMIN NVISVOATIANI

TVDDNV.L
JONON
ATOH R—IDVAANI LLvdNd NVANLYIHd

A NVIIdAVT




. %u RE| | -
OLNVINV IdOX ‘H | \ S
* ...................... SYNIQ VIYd3n [ 1180 NYQ Wiinfin usion

|TNITNO0N 4VYYd ISYNIQHOON dvivd

NTAH RIIDYVAANI LLVd

‘(130WWION
z10z unyel nny mSerpup usyedngey
yeJog(] UeleqUo]) wWnuwif) eSep ISNQLIdY
Sueyuel gloz unye] [ JowoN N[NH
uiderpuy  uoyednqey yereeq ueInjeldd ‘¢
“©]103] UBYISIaqoy] ueueAe[ed - ‘(g sowroN

ueyIsiagoy] zZ10z unyel nmy wderpu] usjednqey

/ ueyedwresiod ueuede[ed ISNQINSY ‘S| YeIRE(d ueIeqUIY]) BYES() BSE[ ISN]LISY
‘uegueeed redway, Isnquiey “p | duejuey gl0g unye] ¢ JOWON TNNH
“Guen BISL UBP BISL ISNqLey ‘¢ | mdeipu] udredngey yewweq ueinjelsd g
‘UR030319d ‘qeroeq .
neye  uep Jisor) Jesed ISNQUIdY ‘g |ISNQLIdY UBP YrIdE( sefegd Suejud) ‘nny widepu] usyedngey]

‘Tesed ueueAe[od Isnquidy 1| 600¢ unye], 8¢ JOWON Suepun-8uepun [ | ueSuedepiod uep UBLOSNPULId SEBUI(]

HVAEVA ISNIIRILIE NVIVAO INAMAH AVSVA HVIIVA LVIONVIEd

NI0H IFIDVIAANI NELVINEVH
HYIAVA LVIHDNVIAd VAVdaY HVAAVA ISQERILId
RIVAd YAGNASTAE HNVA HVHAVA ISV NVIVIVANAd NVVIOTIONAd NVONVNINIA NVISVOETIANId

L10C VANV &+ TTYDDNVL
/L 10¢ NNIHV.L / : JONON
NTINH NIHDVAANI LLVdNd NVINLVIEd 1A NVAIdAVT




@

OLNVRIV IdOA 'H

~4

ATAH NIDVAANI LV

/f

SHI/NYAYE VIVdaR

W:.I..:t::..:..- m;cuwﬁa <a«mmx

]
i

’T""""“" | RSN T
i

|

T ananmovany
|
|

ISYNIGHOON 4vivd

ISYNIQHOON 4Viuvd

(1 2owoN Z10T
unye], niny wdeipu] usjedngey] yeteed
ueIequ) wWnu) esepL ISNQMIYY
Suejue)l gI0¢ unyel, [ JOwWON NNH
uiSespuy uojednqey yeroe(q uUeInjerdd g
‘qerse(
IsNqLey uep yerveq efed Sueius)
“Ime)) yrequir] uee[oRsudd Isnquiey ‘1 | 6007 Unyel, 8¢ IO0WON guepun-3uepun ‘|

‘nny Lsepu]

uojedngey dnpryg ueduny3ur] seulq

HVAAVA ISQERILIY NVIVAN

INNANH AVSVA

HVAVA LVADNVIEd

OINH IIDVAANI NELVIONEVH

HVYEVA LVIONVIId VAVdEY HVIEVA ISQERLLEA
RIVAd YAGNASIFE DNVA HVIAVA ISV NVILVAVANAd NYVIOTIONI NVONVNIMAN NVISVOATIANA

L10T RIVOANVL & TVODNVL
L10C NNHV.L / JONON
N1NH RIDOVIANI ILvdNd NVINLVIHd

[IA NVIIdNVT




&

OLNVIIV IdOA 'H

NTOH NAIDVAANI LLVA

* \ 401L/3dSNI/NVOYE VIVeIN s\ I9VE (TN

...................... SYNIQ VIVdIN \ VIO NYQ WNXNH SVAYH

ISYNIGHOON dvivd ISYNIQHOON Vi Vd

“epuidd yewny emoag -
“epwod AN ueundueqg emag -
‘yeior(] UeeAEO)] UBIENBWod ISNQLIIY

(g TJowoN g10g unyeL Ny
ugelpu] ueyedngey] yeror( uBlequIY]) BUESQ)
esepQ ISnqUay Juejuel glOg¢g unyey ¢ JOWON

nny uderpu] usjedngey yelde uelnjeldd | yerse(

‘nny udepu] uaredngey|
Jeuelojog wnuwyp ueldeyqg

HVAAVA ISNIRILIA NVIVAN

INAMNH AVSVA

HVIIVA LVIDNVIAd

HVAAVA LVIONVIAd VAVIIN HVIEVA ISNEILIA

OINH RAIDVAANI NILVIOEVH

RIVA ¥AGNASAFLD DNVA HVAAVA ISV NVILVIVANId NVVIOTIDNId NVONVNIMNTHN NVISVOITIANIL

L10Z IAVONVL & T TVODNVL
1,102 NNHV.L / JAOWON
N10H RIODVIANI ILVdNg NVINLYIAd ¢ IIA NVIIdNVT




\\ [y f 34SNI/NYaVE VIVdIN nemEUNVIOVE VIV

/)

...................... SYNIQ VY43 % VLY NYA WAXNK OYAYX

P

OLNVIRIV IdOA "H

M ISYNIGHOON dvivd ISYNIQHOOX 4V Vd
|

OTINH RIIDVAANI ILVIOY

“e[ia / ueyead “eyesn
- Suesod / uedeuwduod yedwre) ISNQLISY °g| eBSEL ISNQLIRY Sueyud) gl0g UNyel, ¢ JOWON ‘nny Lidepu] usjedngey BlBSIMLIE]
-egeiye[o uep Isealyal yeduro) ISnqLiay ‘| nny wideipu] usyednqey] Yelor(] UeInjeIdd | uep efeiye|Q ‘ueepnuwaday seUljg

HVIEAVA ISQIRILEA NVIVIN INNMNH AVSVA HVIAVA LVIDNVIdId

ATOH THIDAANI NELVIOEVA
HVYAVA LVIDNVIAd VAVdEE HVAEVA ISQETLIA
RIVA YFGINNSATG DNVA HVIAVA I'ISY NVLVAVANAd NVVIOTIONId NVONVNIMIH NVISVOATIANI

10T TIVANYL E T TTVODNVIL
/102 NNHV.L J JOWON
NTNH RODVIANT ILVdNG NVINLVIAd © XI NVIIdAVT




s ——— UV T T

“ TWLYO NYA WNXNH OVEYXY

ISYNIGHOON 4vuvd ISYNIQYOON 4V Vd

&

OLNVIAV IdOA "H

NINH TAIDVAANI LLVdN

‘qelaed ISNqLey uep yeioe( Neled sueiud) ‘nny uderpuj uayednqey] yereq
“UBIeNBqal] WEPEW] JB[Y UBBSLIOWDJ ISNLYy | 600¢ UNYe], Q¢ IOWON Suepun-3uepu() | BUBIUIY ueduenddueusad Jojuey|

INNMOH JVSVAd HVAVAd LVIDNVAId

HVIHEVA ISQFRILIY NVIVIN

NTAH RRAIDAANI NHLVIOAEVH
HVIAVA LVIDNVIAd vAVAE HVIIVA ISNEILEd
RIVA YAGNASITI HNVA HVIEVA I'ISV NVLVAVANAd NVVIOTIDNTd NVONVNIMAN NVISVOITIANI

LT10OC [IVNNVL T IVODNVL
L10C NNHV.L : JONWON
NTINH IFIDVAANI [LVdNd NVINLYIEd X NVAIdAV




v

OLNVIdV IdOA "H

NTNH TAIDVAANI LLVdIX

M

T/ Lenbiadsni/nvave vivaay e NOVE VIV N

...................... SYNIQ VIVdIN % VIO NYA WNXNH OvEYY

ISYNIGHOON 4Vivd ISYNIQYOON 4ViVd

‘Buisy elioy] edeuqy,

‘YeIor(] ISNQLIYY uep yeised yeled Suejus)

uexeliosodwopy uz] uedueluediod 1ISNQLIdY | 6007 UNUe], g7  Jowop Suepupn-3uepup)

‘nny LigeIpu]
uajednqey eley  edeus]  seuliq

HVIA VA ISNFIILE NVIVAN

INNMNAH IVSVA

HWVIIVA LVIDNVIHd

N10H INIDAANI NILVIOAEVH

HYVIAVA LVADNVIAd VaVday HVIIVA ISQELEd
RIVA JAGNNSAID DNVA HVAFVA ISV NVILVAVANId NVVTIOTIONTd NVONVNIMIN NVISVOATIANId

LT0T TIVINVE £ 1 TIVDOHNVL
L10C NNHV.L / : JONON
OTNH [IDVAANI [LVdNd NVINLVIHd

IX NVIIdAVT




¥

OLNVIIV IdOA "H

NTNH RATOVAANI LLV

/

] s\.h (L34SN /NYYS YIVdIN o NN IV IR

...................... SYNIQ YTVd3) “ TVLHO NYQ WNXAK OVaVY

ISYNIGHOON 4Vyvd ISYNIQYOON 4Vivd

S

‘Jeror( ISNALIYY Uep yeleeq Jeled Suejud)

“ueyIpIpusd ueueleod Isnquiey | 600 unye], 8¢ - JOWON Suepun-3uepun

‘nyny urderpu] usyedngesy]
ueelepngey Uuep UueNIpipudd Seuliq

HVIAVA ISNERILIA NVIVAN

INNMNH AVSVA

HVIEVJ LVDNVIdd

OINH RIIDAANI NILVIOEVHA

HVIAVA LVIDNVIAd VAVdIH HVAAVA ISNEraLad
VA YAGNASYEG DNVA HVIAVA ISV NVLVAVANEd NVVIOTIDNED NVONVNIMNIY NVISVOATIANTd

J10Z IVOANVE € ¢ TTVOONVL
JI0Z NOHVL 7/ :  dOWON
(YINE RNIDVIANI ILVdNg NVINLVIEd

[IX NVAIJAVT




